
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 3 TAHUN 2OI7

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 24

TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN

NON PERIZINAN KEPADA KEPAI.,A BADAN PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU PERIZINAN KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non

Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas

telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 24

Tahun 2OL6 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan

dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten

Musi Rawas:

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas,

nomenklatur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Penzinaurr Kabupaten Musi Rawas diubah

menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, maka Peraturan Bupati Nomor 24

Tahun 2016 perlu diadakan pembahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor

24 Tahun 2Ot6 tentang Pendelegasian Wewenang

Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan

Kabupaten Musi Rawas.

b.

c.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprqia di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tarrtbahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib

Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 32lal;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 33, Tambahan L,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 134, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor a2a7l;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Wqiib

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a2791;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOZ tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 67, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a72al;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a725l;,

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang

Perseroan Terbatas (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOT Nomor 1O6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a7561;
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9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a6);

10. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO8 tentang Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 93, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor a86611'

1 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Pr.rblik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tarrbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5O38);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO9 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO9 tentang

Kawasan Ekonomi Khusus (tembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L47, Tarrbahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5512);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244,Tarrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 58, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 15O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a585);

77 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO8 tentang

Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 88, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a861);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO9 tentang

Kawasan Industri (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 47, Tanrtbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a9871;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol2 tentang

Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol2 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5285);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9

tentang Pelayanan Publik (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 215, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

21. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2OO7 tentang

Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha

yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan

Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 160 );

22.Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2Ol4 tentang Daftar

Bidang Usaha yang Tertuhrp dan Bidang Usaha yang

Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 93);
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23. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2OL4 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 22ll;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 lM'

DAG/PER lSl2OtS tentang Ketentuan Angka Pengenal

Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Meteri Perdagangan Nomor 59/M-

DAG/PER le l2Or2;

25. Peratran Menteri Keuangan Nomor I8/PMK.OlOl2Ol2

tentang Perusahaan Modal Ventura;

26. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 dan

tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan

Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah

denga Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun

20t5:'

27. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122 /M'
IND/PER / l2l2ol4 tentang Pendelegasian Wewenang

Pemberian Perizinan Bidang Industri dalam rangka

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

28. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun

2Ol4 tentang pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi

Penanaman Modal;

29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

40 Tahun 2Ol4 tentang Pendelegasian Wewenang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Sahr Pintu Bidang

Komunikasi dan Informatika Kepada Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal;

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2OL4

tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman

Modal;
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31. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 35 Tahun 2OL4 tentang Pendelegasian Wewenang

Pemberian lzrn Usaha Ketenagaliskikan Dalam Rangka

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada

Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal;

32. Perat.uran Menteri Perdagangan Nomor 90 lM-
DAG/PER I L2|2OL4 tentang Penataan dan Pembinaan

Gudang;

33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96lM-

DAG/PER ll2l2i14 tentang Pendelegasian Wewenang di

Bidang Perdagangan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu

Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor IO/M-DAG/PER lL l20l5;

34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

70 /Permentan/PD .2OO /6l2Ol4 tentang Pedoman

Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura;

35. Keputusan Menteri Pertanian Nomor

l3l2 lKpts/KP.34O I 12 I 2OLS tentang Pendelegasian

Wewenang Pembenart lzrn Usaha di Bidang Pertanian

Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu

pintu di Bidang Penanaman Modal KEPADA Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal;

36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 22 Tah;r:r: 2Ol4 tentang Pendelegasian

Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekedaan

Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Rangka

Pelayanan Terpadu Sahr Pintu di Badan Koordinasi

Penanaman Modal;

37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.O1 t l2OL4

tentang Pelaksanaan Pelayanarl Terpadu Satu Pintu di

Badan Koordinasi Penanaman Modal;

38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

69 Tahun 2Ol4 tentang lnn Penyelenggaraa.n

Pendidikan Non Formal dengan Modal Asing;
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39. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

40 l20l4 tentang Pendelegasian Wewenang

Penyelenggara€rn Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang

Komunikasi dan Informatika kepada Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal;

4O. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.97 IMENHUT-II/ 2Ol4 tentang Pendelegasian

Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di

Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam

Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.l/Menhut-

trl2ols;

41. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

3/PERMEN-KP/2015 tentan Pendelegasian Izin Usaha di

Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

42. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang

Pemberian Penzinat Bidang Minyak dan Gas Bumi

Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpada Sahr

Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal;

43. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewen€rng

Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan

Batu Bara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal;

44. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57

Tahun 2OO9 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia;
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45. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 14 Tahun 2oll tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

46. Peraturan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal

Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman dan Tata Cara

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

47. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 1O Tahun 2OL2 tentang Petunjuk Teknis Standar

Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi

dan Kabupaten/Kota;

48. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pimpinan Wewenang

Pemberian Izin Prinsif Penanaman Modal kepada Kepala

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Batam, kepada Kepala Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten, Kepala

Badang Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang

dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;

49. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 4 Tahun 2Ol4 tentang Sistem Pelayanan

Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;

5O. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanam€rn Modal

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara

Izin Prinsip Penanaman Modal;

51. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 15 Tahun 2Ol5 tentang Pedoman Penanaman

dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman

Modal;
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52. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2OLL tentang

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OLl Nomor 2Ol,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 2O Tahun 2OtL tentang Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2OL6 Nomor 5);

53. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (L,embaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 1O);

54. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2Ol4 Nomor 21611'

55. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang

Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan

kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas (Berita

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OL6 Nomor 24);

56. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2OL6 tentang T\rgas

dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSI(AN:

MenetapKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON

PERIZINAN KEPADA KEPAI.,A BADAN PENANAMAN MODAL

DAN PEI.,AYANAN TERPADU PERIZINAN KABUPATEN MUSI

RAWAS.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016

tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan

Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2Ot6

Nomor 24) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Nomenklatur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan

Kabupaten Musi Rawas yang sudah ada harus dibaca dan dimaknai sebagai

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinhr Kabupaten

Musi Rawas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal b 6.5nrarr, 2Ol7

RAWAS,

GUNAWAN.
t

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 3 Tcbnra{ 2Ol7

SEKRETARIS DAERAH

3MUSI RAWAS TAHUN 2OI7 NOMOR
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